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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI
2.1. Penelitian Sebelumnya 
Penelitian terdahulu berfungsi untuk bahan referensi dan acuan peneliti. Oleh karena itu untuk menghindari anggapan plagiarisasi maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Penelitian Sebelumnya.
	NO
	JUDUL PENELITIAN
	PERSAMAAN
	PERBEDAAN

	1
	Aksebilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Asrini, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
	· Metode penelitian: Kualitatif
· Subyek Penelitian: Penyandang Disabilitas
· Variabel Penelitian: Pelayanan Publik
	· Variabel Penelitian: Memakai dua variabel Aksebilitas dan Pelayanan Publik
· Lokasi penelitian: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	2
	Analisis Pelayanan Publik di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar, Rozita Izlin, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
	· Variabel yang digunakan: Pelayanan Publik
· Metode Penelitian: Kualitatif
	· Lokasi Penelitian: Kabupaten Kampar
· Subyek Penelitian: Kantor Camat

	3
	Model Pengembangan Usaha Berbasis Lingkungan Kelompok Difabel di Kota Cirebon, Fifi Novianty, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
	· Lokasi Penelitian: Dinsos Kota Cirebon
· Subyek Penelitian: Kelompok Difabel atau Disabilitas
	· Variabel Penelitian: Model Pengembangan Usaha

	4
	Efektivitas Program Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Cirebon (Studi Kasus Kelurahan Sunyaragi), Faradilah Fajri Ramadhanti, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2022.
	· Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Cirebon
· Metode Penelitian : Kualitatif
· Subyek Penelitian : Penyandang Disabilitas
	· Variable Penelitian : Efektivitas
· Studi Kasus : Kelurahan Sunyaragi

	5
	Aksebilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo, Syaifurrohman & Dewi Erowati, Universitas Diponegoro, 2020.
	· Subyek Penelitian : Penyandang Disabilitas
· Metode Penelitian : Kualitatif
	· Variable Penelitian : Aksebilitas
· Lokasi Penelitian : Kabupaten Wonosobo



2.2. Tinjauan Pustaka
2.2.1. Pelayanan Publik
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan mempunyai tiga makna yaitu:
a. Perihal atau cara melayani;
b. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan;
c. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.
Menurut Poerwadinata 1995 (dalam Hardiansyah, 2011:11) Pelayanan berasal dari kata Layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus yang diperlukan seseorang, kemudian Pelayanan diartikan sebagai cara melayani behubungan dengan jual beli jasa atau barang. Maksud dari uraian tersebut pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain.
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Ratmino dan Winarsih 2007 (dalam Hardiansyah, 2011:11) Pelayanan Publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh intansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang.
2.2.2. Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas Pelayanan yang baik dan benar adalah tujuan setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun masyarakat. Konsep kualitas juga bersifat relative karena penilaian kualitas ditentukan dari perspektif yang digunakan. Menurut Groetsh dan Davis (dalam Hardiansyah, 2011:35) Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan menurut Sampara (dalam Hardiansyah, 2011:35) Kualitas Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan.
Goetsch dan Davis (dalam Hardiansyah, 2011:36) juga mengemukakan pendapatnya tentang Kualitas Pelayanan merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa
(pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan
Sedangkan menurut Fitzsimmons (dalam Sinambela, 2014:7) terdapat lima indikator untuk mengukur Kualitas Pelayanan Publik yaitu: 
1. Reliability (kehandalan), adalah pemberian pelayanan yang tepat dan benar,
2. Tangibles (berwujud), adalah penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya,
3. Responsiveness (daya tanggap), adalah keinginan melayani konsumen dengan cepat,
4. Assurance (kepastian), adalah perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan,
5. Empati, adalah tingkat kemauan dan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
Jenis-jenis pelayanan publik menurut Barata 2004 (dalam Maulidyah, 2014:87) adalah jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan (pemerintah) kepada pihak yang membutuhkan pelayanan publik, jenis-jenis layanan yang diberikan adalah :
a. Pemberian jasa-jasa;
b. Penyediaan dan distribusi barang-barang;
c. Layanan ganda berkaitan dengan jasa dan barang.
Dari teori pelayanan publik yang sudah diuraikan diatas jika diperhatikan memang terdapat perbedaan tetapi mengandung arti yang sama. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan dari teori pelayanan publik menurut para ahli adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk pemenuhan kebutuhan dalam bentuk jasa ataupun barang sesuai dengan aturan perundang-undang dengan tujuan memberikan kesejahteraan sosial.
2.2.3. Asas-asas Pelayanan Publik
Asas-asas Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri Penyelenggara Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 (dalam Hardiansyah, 2011:24) adalah :
a. Transparansi artinya bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses masyarakat,
b. Akuntabilitas artinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undang,
c. Kondisional atau sesuai kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik,
d. Partisipatif atau mendorong aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan,
e. Kesamaan hak artinya tidak diskriminatif,
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban artinya pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban terdahulu.





2.2.4. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik
Prinsip Pelayanan Publik diatur dalam Menteri Penyelenggara Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 (dalam Hardiansyah, 2011:24) adalah :
a. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilkasanakan.
b. Kejelasan,
1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
2) Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik
3) Rincian biaya pelaksanaan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat selesai dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
d. Akurasi, produk peayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hokum.
f. Tanggung jawab, pejabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas penyelenggara dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g. Sarana dan prasarana kerja, perlatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana teknologi, telekomunikasi, dan telematika.
h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi yang memdai, mudah dijangkau, dan dapat memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan informasi.
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah kepada penerima layanan publikndengan ikhlas.
j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, bersih, rapih, indah, dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti toilet, tempat ibadah, parker, dan lain-lain.

2.2.5. Standar Pelayanan Publik
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib mempunyai standar pelayanan, berikut adalah Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri Penyelenggara Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 (dalam Hardiansyah, 2011:28):
a. Prosedur;
b. Waktu Penyelesaian;
c. Biaya Pelayanan;
d. Produk Pelayanan;
e. Sarana dan Prasarana;
f. Kompetensi Petugas Pelayanan

2.2.6. Penyelenggara Pelayanan Publik
Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap insitusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan huku lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.
Sedangkan pada ayat 6 dalam Undang-undang yang sama bahwa pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penlenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. (Hardiansyah, 2011: 26).
2.2.7. Penyandang Disabilitas
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) tentang Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Pada dasarnya ada beberapa jenis disabilitas yang sering kita jumpai di lingkungan. Terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah individu yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak. Contohnya Paraplegia, Cerebral Palsy, dan Dwarfism.
b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya tuna grahita dan down syndrome.
c. Penyandang Disabilitas Mental adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Biasa dikenal sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ, contohnya yaitu Autisme.
d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran. Contohnya Tuna Rungu dan Tuna Netra.
Di Kota Cirebon sendiri total penyandang disabilitas pada tahun 2022 sampai dengan 2023 yang terdata pada Dinsos Kota Cirebon terdapat 525 jiwa. Berikut adalah rekap data Penyandang Disabilitas perkelurahan:






Tabel 2.2 : Rekap Data Penyandang Disabilitas Perkelurahan Tahun 2023.
	NO
	KELURAHAN
	KATEGORI
	TOTAL

	
	
	GANDA
	INTELEKTUAL
	MENTAL
	SENSORIK
	FISIK
	

	1.
	ARGASUNYA
	4
	5
	0
	5
	10
	24

	2.
	HARJAMUKTI
	5
	20
	7
	8
	14
	54

	3.
	KALIJAGA
	3
	15
	5
	13
	8
	44

	4.
	KECAPI
	3
	17
	4
	7
	3
	34

	5.
	LARANGAN
	0
	10
	3
	2
	4
	19

	6.
	KEJAKSAN
	5
	1
	1
	6
	5
	18

	7.
	KEBONBARU
	2
	3
	1
	5
	3
	14

	8.
	KESENDEN
	0
	10
	1
	2
	2
	15

	9.
	SUKAPURA
	1
	6
	1
	3
	4
	15

	10.
	KESAMBI
	1
	7
	2
	3
	3
	16

	11.
	DRAJAT
	2
	10
	1
	6
	8
	27

	12.
	KARYAMULYA
	1
	15
	2
	8
	5
	31

	13.
	PEKIRINGAN
	1
	11
	0
	2
	1
	15

	14.
	SUNYARAGI
	0
	5
	1
	4
	3
	13

	15.
	KESEPUHAN
	3
	4
	0
	5
	5
	17

	16.
	LEMAHWNGKUK
	0
	9
	1
	9
	1
	20

	17.
	PANJUNAN
	0
	7
	0
	6
	0
	13

	18.
	PEGAMBIRAN
	1
	14
	3
	16
	17
	52

	19.
	PEKALIPAN
	2
	1
	0
	9
	3
	15

	20.
	AGASATRU
	5
	2
	8
	8
	22
	45

	21.
	PEKALANGAN
	0
	7
	1
	2
	2
	12

	22.
	PULASAREN
	0
	2
	1
	8
	2
	12

	TOTAL
	39
	181
	43
	137
	125
	525



Sumber : Dinsos Kota Cirebon Tahun 2023
2.2.8. Penyandang Disabilitas Fisik
Disabilitas Fisik adalah kondisi gangguan pada gerakan atau aktivitas fisik seseorang seperti Paraplegia hilangnya kemampuan anggota tubuh bagian bawah seperti tungkai dan panggul. Cerebral Palsy yang biasa disebabkan karena cidera otak pada saat sedang berkembang sebelum atau sesudah kelahiran adalah gangguan yang terjadi pada jaringan saraf dan otak yang mengendalikan gerakan laju belajar, alat indera, dan kemampuan berpikir. dan Dwarfism individu yang mengalami pertumbuhan kerangka abnormal yang disebabkan oleh faktor genetik maupun medis. Disabilitas Fisik juga bisa di akibatkan karena faktor kecelakaan dan mengharuskan salah satu bagian tubuh di hilangkan atau di amputasi. Dari Hasil Pengambilan Data pada UPT Liposos, Panti Persinggahan, dan LBK Dinsos Kota Cirebon Terdapat 124 jiwa penyandang disabilitas. Berikut adalah rekap Penyandang Disabilitas Fisik perkelurahan:




Tabel 2.3 : Rekap Data Penyandang Disabilitas Fisik 2023.
	KELURAHAN
	FISIK
	KELURAHAN
	FISIK
	KELURAHAN
	FISIK

	ARGASUNYA
	10
	KESENDEN
	2
	SUNYARAGI
	3

	HARJAMUKTI
	14
	SUKAPURA
	4
	KESEPUHAN
	5

	KALIJAGA
	8
	KESAMBI
	3
	LEMAHWNGKUK
	1

	KECAPI
	3
	DRAJAT
	8
	PANJUNAN
	0

	LARANGAN
	4
	KARYAMULYA
	5
	PEGAMBIRAN
	17

	KEJAKSAN
	5
	PEKIRINGAN
	1
	PEKALIPAN
	3

	KEBONBARU
	3
	JAGASATRU
	22
	PEKALANGAN
	2

	PULASAREN
	2
	TOTAL = 125 JIWA



Sumber : Dinsos Kota Cirebon Tahun 2023

2.3. Kerangka Pemikiran
Pada penelitian ini peneliti mengambil judul Pelayanan UPT Liposos, Panti Persinggahan, dan LBK Kasus Tentang Disabilitas Fisik di Dinsos Kota Cirebon. Dari judul tersebut peneliti menggunakan teori dari Ratmino dan Winarsih, 2007 (dalam Hardiansyah, 2011:11) yaitu Pelayanan Publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh intansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang.
Dari teori tersebut akan menghasilkan dua output berupa pelayanan yang sudah optimal dan belum optimal. Pada hasil output pelayanan yang belum optimal, UPT Liposos, Panti Persinggahan dan LBK Dinsos Kota Cirebon harus melakukan upaya pelayanan publik kepada para penyandang disabilitas fisik agar penyandang disabilitas fisik bisa mendapatkan kesejahteraan sosial. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

















Tabel  2.4 : Kerangka PemikiranKualitas Pelayanan UPT Liposos, Panti Persinggahan, dan LBK 
(Studi Kasus Pelayanan Kepada Disabilitas Fisik di Dinsos Kota Cirebon)

Fitzsimmons
(dalam Sinambela, 2014:7)
1. Reliability
2. Tangibles
3. Responsiveness
4. Assurance
5. Empati 
Pelayanan Publik 
di UPT Liposos,
Panti Persinggahan, dan LBK Dinsos Kota Cirebon sudah Optimal
Pelayanan Publik
di UPT Liposos, 
Panti Persinggahan, dan LBK Dinsos Kota Cirebon 
belum Optimal
Upaya Pelayanan Publik Untuk Disabilitas Fisik di Kota Cirebon
Pelayanan Publik yang sesuai
Feedback 
Outcome
Output 
Process

Input
UU No. 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik
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